
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tenta g Penetapan Undang­ 

Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah­ 

Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, J bi dan Riau sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 1958 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Rep blik Indonesia Nomor 
1646); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten ang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, olusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indones a Nomor 3 851 ); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentan Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rep blik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Neg a Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 2014 Nomor 244, 

Mengingat 

a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningk tan kinerja serta lebih 

meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap s tuan kerja perangkat 

daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja tama di lingkungan 
instansi masing-masing; 

b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama s bagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan de gan Surat Keputusan 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, ter khir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubah Kedua Atas Undang­ 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang emerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 24, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indone · a Nomor 5657); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik donesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Rep blik Indonesia Nomor 

5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 20 6 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerinta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 entang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik I donesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Rep lik Indonesia Nomor 

4817); 

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2 14 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara Republik 

Indonesia Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang edoman Penyusunan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instans Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apara Negara Republik 

Indonesia Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan 

Indikator Kinerja Utama; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur egara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja da Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur egara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Norn or 12 Tahun O 15 tentang Pedoman 

Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntab litas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

13. Peraturan Gubemur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Insta si Pemerintah Daerah 

Provinsi Sumatera Barat 



Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. Bapak Gubemur Sumatera Barat (sebagai laporan); 
2. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat; 
3. Sdr. Kepala Biro Organisais Provinsi Sumatera Barat 

ERASUKMA MUNAF T MM 
Pembina Utama Muda IV/c) 
NIP. 19720925 199803 1 003 

RAKYAT, 
PERTANAHAN 

KEP ALA DIN AS PERU 
KAW ASAN PERMUKIMAN D 

Januari 021 Pada tanggal 

KEEMPAT 

KETIGA 

Menetapkan 

KESA TU Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi S atera Barat adalah 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merup kan satu kesatuan dan 

bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dal m lampiran peraturan 

ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunaka di lingkungan Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi 

Sumatera Barat untuk menetapkan rencan kinerja tahunan, 

menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen 

penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas nerja serta melakukan 

evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan doku en Rencana Strategis 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman d n Pertanahan Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2021-2026. 

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud p da diktum KESATU, 

disusun dengan mengacu kepada Indikator Kiner a Utama Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dalam ben k Keputusan Kepala 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukirnan d n Pertanahan Provinsi 

Sumatera Barat. 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, de gan ketentuan apabila 

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Kep tusan ini maka akan 

diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana m 

Ditetapkan di Padang 

KEDUA 

MEMUTUSKAN 
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